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KATA PENGANTAR 

Fungsi utama dari pemerintahan daerah ialah menyediakan "public 

goods and services" yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah. 

Pemerintahan Daerah menghasilkan public goods berupa barang-barang 

untuk kepentingan masyarakat daerah seperti jalan, jembatan, irigasi, 

gedung. Pemerintah daerah juga harus menyediakan public services 

berupa sekolah, pasar, terminal, rumah sakit dll. Juga harus menyediakan 

public services yang bersifat pengaturan seperti Ijin Usaha, Akte, KTP, 

KK,IMB,HO. 

Tentu warga mengharapkan pemerintah daerah memberi pelayanan 

berkualitas dan memuaskan kepada masyarakat seperti yang mereka 

dapatkan dari pelayanan sektor privat. Untuk memberi layanan publik 

berkualitas dan memuaskan maka strategi yang dapat digunakan ialah 

dengan mereformasi pelayanan publik, terutama mengakomodasi nilai

nilai demokrasi yang inheren seperti transparansi, partisipasi, 

responsifitas dan akuntabilitas dalam pemberian pelayanan publik (public 

service delivery) . 

Membuat pemberian layanan publik lebih transparan, partisipatoris, 

responsif dan akuntabel untuk memenuhi kebutuhan warga adalah hal 

yang sangat penting dalam desentralisasi dan demokratisasi administrasi 

publik. Tindakan administrasi publik, seperti pemberian pelayanan publik 

yang lebih transparan, partisipatoris, responsif dan akuntabel menjadi 

tuntutan dan kebutuhan dalam sis tern governansi demokratis (democratic 

governance system). 

Buku ini mengupas terkait dengan isu-isu di atas dan diharapkan 

bermanfaat bagi seluruh pembaca. 

Jatinangor, Oktober 2015 
Penulis 
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1 Masalah Pelayanan Publik di Daerah 

Bah 1 

Masalah Pelayanan Publik di 

Daerah 

Latar belakang 
Memberikan layanan publik yang berkualitas merupakan bagian penting 

dari berpemerintahan dan beradministrasi publik, baik di pusat maupun 

di daerah. Bahkan bagaimana pemerintah memberikan layanan publik 

menjadi cermin dari clean and good govenance. Itu juga beratti bahwa 

peningkatan mutu layanan publik menjadi garda depan dari citra bangsa. 

Karena itu menjadi tugas pokok pemerintah, tidak terkecuali pemerintah 

daerah di era desentralisasi untuk menyelenggarakan, menyediakan atau 

memberikan layanan publik berkualitas kepada masyarakat. Bahwa 

negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk 

memenuhi hak dan kebutuhan dasamya dalam kerangka layanan publik 

yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; dan bahwa membangun kepercayaan masyarakat 

atas layanan publik yang dilakukan penyelenggara layanan publik 

merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan 

tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan 

layanan publik1• 

Memberi layanan berkualitas kepada stakeholder semakin penting di 

era globalisasi sebab daya saing global ada pada layanan. Karena daya 

saing global ada pada layanan maka jangka panjang kompetisi di sektor 

publik tidak hanya tergantung pada stabilitas politik, kemauan untuk 
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investasi dalam pengembangan sumberdaya manusia dan kualitas produk 

melainkan harus mampu mcmberi produk dan layanan berkualitas yang 

lebih tinggi untuk kustomernya (Kristiadi, 1997:4). Karena itu di era 

kompetisi global, pemerintah, badan-badan publik (public agencies) dan 

birokrat publik (public bureaucrat) atau manajer publik (public 

managers) harus siap karena mereka yang memainkan peran penting dan 

menjadi kunci (Denhardt dan Grubbs, 1999: 413; Hentic dan Bernier, 

1999: 198). 

Meskipun memberi layanan publik merupakan tugas pokok dan 

fungsi utama pemerintah, namun komitmen terhadap layanan publik baru 

menjadi fokus perhatian utama baik bagi politisi (politicians), manajer 

publik (public managers), profesional (professionals) dan warga di 

negara-negara berkembang pada tahun 1980-an. Karena itu tahun ini 

merupakan tahun desentralisasi dan demokratisasi di negara-negara 

berkembang, dan juga negara-negara sedang berkembang. 

Komitmen terhadap layanan publik dimotivasi oleh kesadaran bahwa 

pemerintahan demokratis ada untuk melayani warganya. Untuk itu, tugas 

pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya. Ini 

berarti bahwa ideal dari demokrasi ialah harus ada satu hubungan khusus 

antara birokrasi2 sebagai pelayan publik (public servants) dan warga 

(citizens) sebagai kustomer (customers) (Osborne dan Gaebler. 1992; 

Frederickson dan Hart. 1985) atau hubungan birokrasi dengan warga 

sebagai warga (Denhardt dan Denhardt. 2003). Perhatian tentang 

pentingnya kualitas layanan publik dan kepuasan atas layanan publik 

semakin intensif dengan munculnya paradigma baru dalam administrasi 

publik yaitu paradigma New Public Management (NPM). 

Memberikan layanan publik yang berkualitas merupakan bagian 

penting dari berpemerintahan dan beradministrasi publik serta memberi 

layanan berkualitas kepada stakeholder dan semakin penting di era 

globalisasi. Akan tetapi kualitas layanan publik di era orde baru 

cenderung menunjukan tendensi memburuk baik di pusat maupun di 

daerah. Layanan publik cenderung buruk di era orde baru karena 

intervensi pemerintah pusat terlalu besar terhadap pemerintah daerah 

dalam pemberian layanan publik di daerah. Ini menyebabkan pemerintah 

2 
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daerah tidak dapat berinisiatif dan berprakarsa ketika memberi layanan 

publik kepada warganya. Ketika meJaksanakan fungsi dan tuga nya, 

Pemerintah Daerah menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan dan 

bukan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas layanan publik kepada 

warga daerah. Kultur birokrasi yang berkembang di era orde bam yaitu 

kultur yang lebih menekankan pada kekuasaan, bukan pada layanan juga 

menjadi faktor determinan yang menghambat kinerja layanan publik. 

Sentralisme birokrasi juga telah menyebabkan birokrasi kurang 

berorientasi kepada kepentingan publik (Dwiyanto, dkk. 2002). 

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo 

Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 20043 tentang Pemerintahan 

Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Otonomi Daerah atau UU

OD) yang menekankan otonomi daerah (atau devolusi) ada harapan 

masyarakat akan mendapatkan layanan publik yang berkualitas dan 

memuaskan dari pemerintah, tidak terkecuali pemerintah daerah, sama 

seperti yang diberikan oleh atau yang mereka dapatkan atau terima di 

sektor privat. UU-OD memberi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk 

memberi layanan berkualitas kepada warga. Di era otonom daerah, besar 

harapan masyarakat akan meningkat kualitas layanan publik. Sebab 

berdasarkan UUOD, berbagai kewenangan pemerintah, termasuk 

kewenangan pemberian layanan publik, telah diserahkan kepada 

Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan secara otonom oleh pemerintah 

daerah. Dari perspektif administrasi publik, konten dan konteks otonomi 

daerah dititikberatkan pada aspek otonomi administratif seperti otonomi 

pengelolaan layanan publik di daerah yang bersangkutan. Umsan publik, 

seperti halnya layanan ijin usaha, menjadi umsan Pemerintah Daerah. Ijin 

adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan 

peraturan daerah (Perda) atau peraturan lainnya yang berlaku yang 

menjadi bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya 

seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 

Dalam diktum butir (a) UU-OD mengatakan, "dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah 

Daerah yang mengatur dan mengums sendiri umsan pemerintahan 

3 
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menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui layanan". 

UU-OD mendelegasikan otoritas dan tanggung jawab pemberian layanan 

publik kepada Pemerintah Daerah sebagai satuan organisasi teritorial 

yang lebih dekat dengan warga masyarakat daerah. Pasal 16 ayat 1a UU

OD ditetapkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dan 

tanggung jawab menentukan standar layanan minimal di daerahnya. 

Meskipun kriteria tentang substansi standar layanan minimal masih 

diperdebatkan namun ketentuan ini memberikan suatu semangat bahwa 

kinerja layanan publik yang memuaskan dan bermutu telah menjadi 

tuntutan otonomi dan menjadi bagian perhatian dari Pemerintah Daerah 

yang berotonomi. 

Kebijakan desentralisasi memiliki tujuan administratif antara lain 

"improving services" di tingkat daerah (Hart seperti dikutip Rosenbloom, 

et al. 1994: 473) dan tujuan politik antara lain membawa demokrasi atau 

mendorong mempercepat demokratisasi di daerah (Smith. 1985: 4, 11; 

Antlov. 2003: 77-78). Dalam hal tujuan yang pertama, desentralisasi dan 

otonomi daerah sering dipikirkan membawa pemerintah daerah terbuka 

kepada masyarakat dan mendekatkan Pemerintah Daerah kepada warga 

masyarakat daerah (Azfar, et al. 1999: 2), tidak terkecuali dalam 

memahami persoalan di daerah maupun dalam pemberian layanan publik. 

Dalam hal tujuan yang kedua, desentralisasi membuat administrasi publik 

menjadi lebih demokratis. Demokratisasi dan pendemokratisan 

adrninistrasi publik berirnplikasi pada pernberian layanan publik, sebagai 

satu tindakan administrasi publik, rnenjadi lebih dernokratis sernentara 

pernberian layanan publik dernokratis sangat penting untuk 

meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan publik. Dernokratisasi 

layanan publik sebagai faktor determinan untuk peningkatan 

produktivitas dan kualitas layanan publik, juga dikernukakan oleh 

Skweyiya berikut, 
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parti ipatory derno racy in the public service, the norm and not an 
ex ·eption. This will entail the evere and radical reduction of the 
traditional rigid hierar hy that has characterised the public service 
sin ·e its inception (Skweyiya. 1997: I) . 

Esensi penting dan fundamental dari desentralisasi terhadap 

administrasi publik adalah democrating local public administration. 

Seperti CDG mengatakan, "Where local public administration is 

democratizing, local public administrations are increasingly responsive 

to the community, more participatory, transparent, and accountable to 

local residents" (dalam Levine. 2000:12). Dengan demikian, ketika 

sistem tata pemerintahan atau governance system4 mengalami 

pendemokrasian, maka administrasi publik Juga mengalami 

pendemokrasian agar menjadi responsive kepada komunitas, lebih 

participatory, transparent, dan accountable kepada masyarakat daerah 

( CDG. 2000: 12) ketika melakukan kegiatan dan tindakan administrasi 

publik. Pemberian layanan publik (public service delivery) merupakan 

satu dari banyak tindakan dan kegiatan administrasi publik sehingga 

ketika terjadi democrating local public administration dan where local 

public administration is democratizing, local public service delivery are 

increasingly responsive, more participatory, transparent, and 

accountable to citizens or public. 

Jadi, transparency, participation, responsiveness, accountability 

(transparansi, partisipasi, responsifitas, akuntabilitas) merupakan nilai

nilai demokratis yang inheren untuk diakomodasi dan difasilitasi dalam 

pemberian layanan publik dan diidentifikasi sebagai determinan yang 

menentukan kualitas layanan publik (public service qualityY. 

Demokratisasi atau pendemokratisan administrasi publik merupakan 

suatu tindakan mengadopsi dan memfasilitasi nilai-nilai demokratis yang 

inheren dalam kegiatan dan tindakan administrasi publik seperti halnya 

dalam pemberian layanan publik. Jika pemberian layanan publik lokal 

transparan, pmiisipatoris, responsif, dan akuntabil, itu akan dapat 

memelihara dan meningkatkan kualitas layanan publik. Sebaliknya, jika 

pelayan publik tidak transparan, tidak partisipatoris, tidak responsif dan 

tidak akuntabil akan mengurangi kualitas layanan publik. 
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